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TULISAN di SKH Kedaulatan Rakyat

beberapa waktu lalu (Analisis, 15/3) mem-

bahas salah satu episode kebijakan

Merdeka Belajar Kementerian Pendidik-

an, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

(Kemendikbudristek). Kebijakan Merde-

ka Belajar tersebut diluncurkan per-

episode dengan tujuan untuk mempermu-

dah pengukuran ketercapaian program

transformasi pendidikan Indonesia.

Adapun tujuan besar dari kebijakan terse-

but ialah untuk mencetak sumber daya

manusia (SDM) yang unggul serta memi-

liki profil pelajar Pancasila.

Salah satu kebijakan Merdeka Belajar

yang patut menjadi perhatian, utamanya

yang berkaitan dengan mutu bahan ba-

caan dan tingkat literasi ialah Merdeka

Belajar Episode 23. Pada peluncuran

episode Merdeka Belajar yang bertajuk

‘Buku Bacaan Bermutu Untuk Literasi

Indonesia’ tersebut. Mendikbudristek,

Nadiem Makarim menyampaikan bahwa

literasi sebaiknya dikemas dengan ke-

giatan yang menyenangkan agar anak-

anak dan masyarakat lebih gemar untuk

membaca.

‘Kegembiraan Membaca’

Program peningkatan ‘kegemaran

membaca’ sejatinya sudah banyak di-

lakukan, namun peningkatan ‘kegembi-

raan membaca’ sepertinya belum menjadi

salah satu fokusnya. Padahal, kegembi-

raan membaca yang merupakan motivasi

yang tumbuh dari dalam diri merupakan

faktor yang mampu meningkatkan minat

baca secara signifikan. Seseorang akan

membaca dan menggali informasi secara

sukarela dengan hal-hal yang ia minati,

tanpa harus disuruh.

Data mengenai rendahnya minat baca

masyarakat Indonesia sudah sering dise-

but. Beberapa yang populer dikutip an-

tara lain: Riset World’s Most Literate

Nation pada 2016 yang menyatakan bah-

wa Indonesia peringat 60 dari 61 negara

yang disurvei. Selanjutnya, pada 2018

hasil riset Program for International

Student Assessment (PISA) menujukkan

bahwa Indonesia berada pada peringat 10

terbawah dari 77 negara yang disurvei.

Temuan riset UNESCO juga tidak kalah

mencengangkan, yakni diketahui bahwa

hanya terdapat satu dari 1.000 orang

Indonesia yang rajin membaca. 

Apabila dielaborasi secara sederhana,

saat ini setidaknya terdapat tiga tantang-

an yang perlu diselesaikan untuk men-

dongkrak performa literasi Indonesia.

Pertama, rendahnya kualitas dan kuanti-

tas bahan bacaan yang relevan dan sesuai

dengan minat anak. Kedua, pendistribu-

sian bahan bacaan berkualitas yang

masih belum merata. Ketiga, minimnya

jumlah serta kualitas SDM profesional

yang fokus pada peningkatan mutu lit-

erasi.

Sebagai respons atas tiga persoalan di

atas, kebijakan Merdeka Belajar yang

diluncurkan akhir Februari 2023

tersebut memiliki tiga pilar uta-

ma.  Pertama, pemilihan dan pen-

jenjangan bahan bacaan bermutu

yang difokuskan pada minat dan

kemampuan membaca anak.

Kedua, pencetakan dan pendis-

tribusian buku yang merata di

seluruh wilayah Indonesia dengan

fokus daerah tertinggal, terdepan,

dan terluar (3T). Terakhir, pelatih-

an serta pendampingan pengelola-

an bahan bacaan kepada kepala

sekolah, guru, dan pustakawan

untuk mengelola bacaan dan men-

gorganisir kegiatan literasi yang

lebih menyenangkan.

Mendistribusikan

Pada 2022 saja, Kemendik-

budristek telah mendistribusikan

lebih dari 15 juta eksamplar buku

untuk ribuan PAUD dan SD.

Untuk meningkatkan keterjangkauan ak-

ses, penyediaan buku bacaan tidak hanya

dalam format tercetak, melainkan juga

dalam format digital.  Kebijakan Merdeka

Belajar Episode 23 ini perlu diapresiasi

dan didukung segenap kalangan, mulai

dari pemerintah baik pusat maupun

daerah, manajemen sekolah, guru, pus-

takawan, pegiat literasi, orangtua, siswa,

dan utamanya masyarakat luas 

Peran serta masyarakat luas untuk tu-

rut membuat kegiatan literasi menjadi

kegiatan yang menggembirakan sangat

diharapkan, karena di lingkungan ter-

dekat lah justru budaya-budaya baik

akan tersemai, termasuk kegemaran

membaca. Akhirnya, mewujudkan masya-

rakat pembelajar yang literat bukan

pekerjaan singkat, melainkan ikhtiar se-

panjang masa yang sudah semestinya

terus diupayakan.  ❑-d

*) Thoriq Tri Prabowo, Dosen UIN

Sunan Kalijaga, Mahasiswa Doktoral

Teknologi dan Inovasi Pembelajaran

KMITL Thailand

Membangun Fasilitas Pendukung Candi Borobudur

Thoriq Tri Prabowo

Bikin SIM harus menyertakan sertifikat

mengemudi.

-- Tujuannya bagus, tapi jangan ada

pungli.

***

Sapi batal dibeli Jokowi, pemilik bakal

menuntut.

-- Itu masalah perdata, bisa musya-

warah.

***

Kebocoran dokumen korupsi ESDM,

Polda naikkan ke penyidikan.

-- Dewas KPK malah menghentikan-

nya.

Buku Berkualitas, Masyarakat Cerdas

PEMERINTAH dalam hal ini

Kementrian PUPR akan melakukan pe-

nataan dan pembangunan fasilitas pen-

dukung kawasan Candi Borobudur dalam

waktu dekat ini. Beberapa di antaranya

adalah penataan Kampung Seni Kujon se-

bagai tempat relokasi pedagang pasar di

kawasan Candi Borobudur, pembangunan

jalur pejalan, jembatan dan museum.

Selain itu, pemerintah juga berencana

membangun tempat peribadatan umat

Buddha di kawasan Candi Borobudur.

Untuk melengkapi, Pemerintah

Kabupaten Magelang akan menyiap-

kan lahan 8 hektare untuk tempat

pembuangan akhir (TPA) yang

menampung sampah dari kawasan

Candi Borobudur.

Untuk proyek jalur pejalan dan pe-

nataan Kampung Seni Kujon diren-

canakan selesai tahun ini. Sementara

museum akan mulai dikerjakan tahun

ini dan diharapkan selesai tahun de-

pan. Penataan dan pembangunan fasi-

litas pendukung ini dilakukan peme-

rintah karena Candi Borobudur meru-

pakan destinasi wisata super prioritas.

Candi Borobudur sebagai salah satu

dari lima destinasi super prioritas yang

telah ditetapkan oleh Kemenparekraf

diharapkan memberikan kontribusi de-

visa negara dan keberlanjutan ekonomi

masyarakat.

Menjaga Keberlanjutan

Tidak hanya keberlanjutan ekonomi, pe-

ngelolaan Candi Borobudur juga diharap-

kan menjaga keberlanjutan sosial-budaya

dan lingkungan. Tiga pilar pembangunan

pariwisata berkelanjutan tersebut harus

menjadi ‘nafas’ bagi pengambil kebijakan

dalam mengelola candi Buddha terbesar

dunia tersebut. Tidak hanya aspek keber-

lanjutan, pemerintah juga harus

menekankan pentingnya pelestarian

Candi Borobudur. Pembangunan museum

di kawasan Candi Borobudur diharapkan

akan mengurangi jumlah wisatawan yang

akan naik ke candi. 

Sejumlah kerusakan candi baik batu

candi yang mulai aus karena terinjak ju-

taan kaki wisatawan, perilaku membuang

sampah sembarangan, duduk di atas stu-

pa dan vandalism merupakan fenomena

yang harus dicegah. Maka diperlukan

strategi untuk merawat eksistensi Candi

Borobudur sebagai warisan dunia yang

tercatat di UNESCO tahun 1991. 

Pertama, proyek pembangunan muse-

um. Bangunan museum ini diharapkan

menjadi daya pikat bagi wisatawan untuk

tidak harus naik ke bagian atas candi.

Wisatawan cukup dengan melihat segala

aspek Candi Borobudur baik sejarah,

miniatur dan makna filsosofis Candi

Borobudur dapat dinikmati di museum.

Maka desain museum harus dikemas se-

cara artistik dan modern sehingga dapat

menarik minat wisatawan untuk datang

ke museum. Jika museum dirancang se-

cara konvensional seperti pada umumnya

museum saat ini,  tiadak akan banyak

wisatawan yang akan berkunjung.

Kedua, pariwisata berkualitas.

Pariwisata jenis ini menekankan pada as-

pek jumlah wisatawan tidak terlalu

banyak, tetapi tingkat belanja wisatawan

tinggi. Model ini perlu diterapkan di Candi

Borobudur agar kelestarian candi dapat

terus terjaga. Candi Borobudur yang diba-

ngun di abad ke-8 oleh Dinasti Syailendra

ini sudah berumur ratusan tahun yang

lalu. Ini artinya candi rentan mengalami

kerusakan pendekatan pengelolaanya

menggunakan quantity tourism yang

menekanankan banyaknya kunjungan

wisatawan. Maka diperlukan carrying

capacity (daya tampung). Untuk candi

bagian atas 123 wisatawan, 528 wisa-

tawan untuk halaman dan 10.308 wisa-

tawan untuk taman candi.

Ketiga, balai ekonomi desa (balkon-

des). Balkondes yang dirintis Ke-

menterian BUMN pada 2016 harus

mampu memecah konsentrasi wisa-

tawan naik ke atas Candi Borobudur.

Maka balkondes harus gencar

melakukan promosi dan penataan ak-

sesbilitas, amenitas dan atraksi wisata

di balkondes. Sehingga balkondes

banyak dikunjungi wisatawan dan

menumbuhkan ekonomi masyrakat.

Pelestarian Candi Borobudur tidak

hanya melalui musem. Tetapi juga pen-

tingnya penekanan pariwisata berkual-

itas dan promosi balkondes. Sehingga

tidak hanya pelestarian yang diperoleh,

tetapi juga pertumbuhan ekonomi ma-

syarakat dan kontribusi devisa negara ju-

ga dapat berjalan beriringan.  ❑-d

*) Fatkurrohman MSi CHE, Dosen

Prodi D4 Bisnis Perjalanan Wisata SV

UGM, Mahasiswa S3 Kajian Pariwisata

UGM dan Anggota ICMI Orwil DIY.

Fatkurrohman  Menyoal Sertifikat Mengemudi 
POLRI bakal member-

lakukan aturan tentang wajib

menyertakan sertifikat menge-

mudi bagi para pemohon

Surat Izin Mengemudi (SIM).

Bahkan, di beberapa daerah

aturan ini sudah diberlakukan,

antara lain di Polda Metro

Jaya. Mereka yang hendak

membuat SIM harus menyer-

takan sertifikat mengemudi

dari lembaga yang terakredi-

tasi.

Kewajiban menyertakan

sertifikat mengemudi ini tertu-

tang dalam Perpol Nomor 2

Tahun 2023 tentang Pener-

bitan dan Penandaan Surat

Izin Mengemudi. Aturan ini,

menurut Polri sebenarnya

bukan hal baru karena se-

belumnya sudah ada Perpol

No 5 Tahun 2021 tentang pe-

nerbitan dan penandaan SIM.

Banyak tanggapan kritis

atas terbitnya aturan tersebut.

Pengamat kepolisian dari

Institute for Security and

Strategic Studies (ISESS)

Bambang Rukminto menyebut

aturan ini bisa melegalkan

pungutan liar (pungli) dengan

perantara pihak ketiga (KR

21/6). Padahal, sebenarnya

secara substansi aturan terse-

but bagus agar mereka yang

mendapatkan SIM benar-be-

nar mahir mengemudi.

Kemahiran itu ditunjukkan de-

ngan sertifikat mengemudi

yang dikeluarkan lembaga

yang terakreditasi.

Namun itu tentu dalam

tataran ideal dan tidak sesuai

dengan kenyataan. Tentu saja,

secara kumulatif biaya untuk

membuat SIM menjadi mem-

bengkak karena untuk menda-

patkan sertifikat mengemudi ti-

dak gratis. Pemohon SIM

harus mengeluarkan biaya

tambahan untuk keperluan

tersebut. Biaya pembuatan

SIM yang selama ini dikenal

murah di Indonesia, menjadi ti-

dak murah lagi karena ada

biaya tambahan yang bersifat

wajib.

Untuk itulah disarankan se-

belum menarik biaya tambah-

an kepada masyarakat, se-

layaknya melalui mekanisme

persetujuan dulu di DPR.

Sebab, mengacu pada

Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP) sebagaimana

diatur dalam UU No 20 Tahun

1997, segala pungutan yang

dibebankan kepada rakyat

harus melalui persetujuan

DPR.

Ini bukan berarti kita tidak

setuju dengan penyertaan ser-

tifikat mengemudi dalam per-

mohonan pembuatan SIM,

melainkan agar aturan terse-

but tidak membebani rakyat

dan bersih dari praktik curang.

Sebagaimana disinyalir peng-

amat kepolisian Bambang

Rukminto, aturan wajib serti-

fikat mengemudi rawan pungli.

Jangankan ada aturan ini, tan-

pa aturan wajib sertifikat

mengemudi pun masih bisa

ditembus pungli, meski hal ini

tak bisa digeneralisasi.

Sudah menjadi rahasia

umum, para pemohon SIM,

terutama pemilik kendaraan

bermotor roda empat pribadi,

lebih mudah memperoleh SIM

melalui lembaga kursus latih-

an mengemudi, tentu dengan

tambahan biaya. Inilah yang

harus dicermati dan diwas-

padai bila aturan wajib serti-

fikat mengemudi ini benar-be-

nar diberlakukan. 

Bayangan kita, lembaga

kursus mengemudi akan ber-

munculan dan menjalin kemi-

traan dengan Polri untuk

ÔmembantuÕ masyarakat men-

dapatkan SIM. Di sinilah sebe-

narnya potensi terjadinya

pungli sebagamana disinyalir

pengamat kepolisian

Bambang Rukminto.

Karenanya,  bila wajib serti-

fikat mengemudi hendak

diberlakukan,  minta persetu-

juan DPR dan lembaga yang

berhak mengeluarkan serti-

fikat benar-benar terakreditasi,

bukan asal-asalan. Kita sa-

ngat memahami, tujuan aturan

sertifikat mengemudi sangat

bagus, untuk mengurangi

tingkat kecelakaan dan seba-

gainya, namun prinsipnya ja-

ngan membebani rakyat.  ❑-d

Persyaratan Menulis
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Meningkatkan Kewaspadaan dari  Kasus TPPO 
TINDAK pidana perdagang-

an orang (TPPO) itu sangat

mengerikan. Jeratan yang

mengikat sangatlah tidak ter-

duga. Karena itu miris rasanya

ketika mendengar di DIY bukan

hanya korban yang anak-anak,

namun juga pelakunya masih

di bawah umur. Ini realita yang

sungguh mengerikan.

Kita tidak perlu bertanya ada

apa di DIY? Tapi mari kita lihat

sekeliling kita juga. Karena

fenomena tersebut sangat

mungkin terjadi di sekeliling ki-

ta. Karena realita ini bukan ha-

nya terjadi di DIY saja, tapi juga

di kota atau di tempat lain.

Hanya ketika terjadi di DIY,

�ledakan moral� seakan lebih

menggema. 

Dalam kasus ini tampaknya

dirasakan bila kadang orang

dewasa terlalu sibuk dengan

kebutuhan dan persoalannya

sehingga kurang peduli de-

ngan apa yang dilakukan anak

di bawah usia. Kadangkala ju-

ga menganggap aman anak

bermain dengan yang seu-

sianya. Nah apa yang terjadi

sekarang perlu lebih

meningkatkan kewaspadaan

semua agar anak-anak terhin-

dar dari hal-hal buruk. 

Ini bukan persoalan ekonomi

semata. Meski iming-imin-

guang yang mengajak hidup

hedonis memang sangat

menggoda.  ❑-d

*) Ayu Kusuma MPd, Gemah

Pedurungan Semarang


